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10.24843/AC.2025.v10.i0214 dalam kerangka hukum agraria di Indonesia. Dalam kon
UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratur:
Dasar Poko¥Pokok Agraria, asas ini menjadi dasar unt
pembatasan kepemilikan tanah fmertanian. Selain itu untuk
mengatasi masalatersebut menekankan perlunya pengatur:
lebih lanjut yang mengacu pada Pasal 9 ayat (2) UU No.
Perpu/1960. Pendekatan ini menitikberatkan pada penunju
salah satu ahli waris untuk memiliki atau memindahkan tar
tersebut dalam walat satu tahun setelah menerima warise
Sementara itu, solusi alternatif mencakup konsep laran
fragmentasi secara tuntas dan land consolidation. Laran
fragmentasi diimplementasikan dengan tegas, termasuk d
konteks pewarisan. Land consolidation,sii lain, melibatkan
pengumpulan tanaftanah yang tersebar atau kekécil untuk
dihimpun dan kemudian dibagi kembali dengan kriteria lal
keluarga. Hak waris dijaga, tetapi tanah perlu diatur dan tic
boleh dipecapecah lagi dalam ukuran lahan yatiglak lagi
sesuai sebagai lahan keluarga.

1. Pendahuluan

Pasal 33 Ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya
disebut UUD NRI Tahun 1945)memberikan hak kepada negara untuk menguasai
bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalam wilayahnya, sekaligus memberikan
kewajiban untuk mengelolanya demi kepentingan rakyat. Penguasaan oleh negara
tersebut ditegaskan kembali dalam peraturan perundang -undangan dibawahnya,
salah satunya dalam oPasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang lebih dikenal sebagai Undang -
Undang Pokok Agraria (UUPA). 8 ©leh karena negara memiliki hak untuk menguasai
bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalam wilayahnya, maka dalam Pasal 4
UUPA ditentuka n pula bahwa hak atas bumi atau yang lazimnya disebut hak atas
tanah itu terdiri dari bermacam -macam hak. Macam-macam hak atas tanah tersebut
dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh individu atau kelompok, baik secara tunggal
maupun bersama-sama, serta okh entitas hukum. Dengan dasar hak menguasai ini,
negara memiliki kewenangan untuk menentukan jenis -jenis hak atas tanah yang dapat
diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI) atau orang asing yang berkedudukan
di Indonesia, baik secara individu maupun b ersamasama, termasuk kepada badan
hukum privat dan publik, badan hukum yang didirikan sesuai hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia, serta badan hukum asing yang memiliki perwakilan di
Indonesia.!

Hak atas tanah merupakan suatu hak yang memberikan kewenangan kepada
pemegang haknya untuk memanfaatkan dan/atau mengambil keuntungan dari tanah
yang dimilikinya . Pentingnya hak atas tanah dalam kehidupan masyarakat
menunjukkan bahwa pemilik tanah atau pemegang hak memiliki kewenangan tertentu
untuk mengelola dan menggunakan tanah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan
tertentu. Adanya pemisahan konsep memanfaatkan dan mengambil keuntungan

1 Nurmiati, N., Rahman, S., & Yunus, A. (2020). Efektivitas Proses Pendaftaran Tanah Hak
Milik. Kalabbirang Law Jousl, 2(2), 1016112. https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang123
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memberikan kerangka hukum yang jelas terkait dengan berbagai kegiatan yang dapat
dilakukan oleh pemegang hak atas tanah. Oleh karena itu, pemahaman yang baik
terhadap subtansi hak atas tanah perlu diterapkan agar dapat memastikan
penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku
Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa ohak atas tanah sebagai suat hubungan
hukum didefinisikan sebagai hak atas permukaan bumi yang memberi wewenang
kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah yang bersangkutan beserta tubuh
bumi, dan air, serta ruang yang ada di atasnya.?

Kehadiran hak milik atas tanah tidak hanya men cerminkan kedaulatan negara
terhadap sumber daya alam, tetapi juga memiliki dampak langsung pada
pembangunan nasional, terutama di tengah pergeseran fokus menuju perkembangan
sektor industri dan sektor lainnya . Dasar hukum Hak Bangsa Indonesia atas dijelakan
beranjak dari Pasal 33 Ayat (3) Lhdang 6 Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengatur bahwa 0Bumi dan air serta
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.6 Berdasarkan ketentuan ini, seluruh tanah
yang ada di wilayah Indonesia merupakan hak bersama seluruh bangsa Indonesia.
Selanjutnya hal tersebut juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokdk & Pokok Agraria yaitu Pasal 1 Ayat (1)sampai (3). Ayat
(1) mengatur bahwa Tanah air Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Ayat (2) mengatur bahwa
Hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah milik negara, mencakup seluruh
tanah dalam wilayah NKRI. dan Ayat (3) mengatur bahwa Negara dapat mengakui
hak-hak atas tanah lainnya sepanjang dimanfaatkan sebesatbesarnya untuk
kemakmuran rakyat. Berkaitan dengan Hak milik atas tanah diatur se cara eksplisit
pada Pasal 20 ayat (1)UUPA yang menentukan bahwa 6Hak milik atas tanah adalah
hak turun -temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah 6.

Bentuk pengakuan negara terhadap hak milik atas tanah tercermin dalam peraturan
perundang-undangan yang menegaskan bahwa negara merupakan pemegang
kekuasaan tertinggi atas seluruh tanah di Indonesia, sebagaimana diatur dalam oPasal
33 Ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 1 UUPAQG Regara mengakui dan memberikan
hak milik kepada individu atau badan hukum sebagai hak turun-temurun, terkuat,
dan terpenuh atas tanah, selama pemanfaatannya tetap diarahkan untuk sebesar
besarnya kemakmuran rakyat. Pengakuan ini diwujudkan melalui sistem pendaftaran
tanah, penerbitan sertifikat hak milik, serta perl indungan hukum terhadap pemilik hak
milik, sehingga menjamin kepastian dan keamanan dalam pemanfaatan tanah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku..

Hak milik turun -temurun merujuk pada kemampuan untuk diwariskan kepada ahli
waris yang memiliki kepemilikan t anah. Salah satu aspek unik dari hak milik adalah
keberlanjutan warisan secara turun-temurun, menjadi bentuk hak yang paling kokoh
dan lengkap yang dapat dimiliki seseorang terhadap tanah. Hak milik memberikan
fleksibilitas untuk dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lain. Keistimewaan hak
milik ini tercermin dalam tidak adanya batas waktu kepemilikan dan berlaku selama
hak milik tersebut diakui, sepanjang tidak memenuhi ketentuan hapusnya hak milik
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 UUPA. Perlalihan hak milik atas tanah dapat

2 Santoso, U. (2017)Hukum Agraria: Kajian KomprehendhiPrenada Media. him. 95
3 Santoso, U. (2017)Hukum Agraria: Kajian KomprehenshiPrenada Media. him 96
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terjadi karena jual beli, warisan, hibah dan tukar menukar. Beralihnya hak milik atas
tanah akibat pewarisan merupakan sebuah peristiwva hukum. Ketentuan dalam
pewarisan tidak mensyaratkan kewarganegaraan sebagai syarat untuk menjadi ahli
waris, tetapi perolehan hak milik atas tanah memiliki syarat dan ketentuan yang
membatasi perolehan hak milik atas tanah. Pada saat pewaris meninggal dunia, maka
secara langsung hak atas tanah yang bersangkutan sudah berpindah tangan kepada
ahli waris, karena hal ini merupakan peristiwa hukum .*

Sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUPA Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada
pihak lain. Peralihan hak milik atas tanah karena perbuatan hukum dapat terjadi
apabila pemegang hak milik atas tanah dengan sengaja mengalihkan hak yang
dipegangnya kepada pihak lain. Sedangkan peralihan hak milik atas tanah karena
peristiwva hukum terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah meninggal dunia,

maka dengan sendirinya atau tanpa adanya suatu perbuatan hukum hak milik beralih
kepada ahli waris pemegang hak.®> Pasal 955Kitab Undang -Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) menentukan obahwa dengan meninggalnya pewaris, maka baik waris
yang diangkat dengan surat wasiat maupun mereka yang diberikan sebagian dari
harta peninggalan oleh undang-undang, menurut hukum menjadi pemilik dari benda -
benda yang ditinggalkan .6 Pasal 833 KUHPerdata mengatakan bahwa sekalian ahli
waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang,
segala hak dan segala piutang siyang meninggal. 6°

Dalam pengaturan kepemilikan hak atas tanah, pemerintah menetapkan pembatasan
melalui produk hukum berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perpu) Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Meskipun
demikian, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 56 Tahun
1960 hanya memfokuskan regulasinya pada pembatasan luas tanah pertanian,
sementara pembatasan kepemilikan tanah non-pertanian untuk rumah tinggal di
daerah perkotaan tidak diatur. Ketentu an terkait penetapan luas tanah pertanian yang
dapat dimiliki oleh seseorang diatur secara tegas dalam Pasal 1Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960. Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa
0Seorang atau orangorang yang dalam penghidupa nnya merupakan satu keluarga
bersamasama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri
atau kepunyaan orang lain atau dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar,
baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering 6. Selanutnya dalam ayat
(2) mengatur bahwa oDengan mengingat keadaan daerah yang sangat khusus Menteri
Agraria dapat menambah luas maksimum 20 hektar tersebut pada ayat (1) pasal ini
dengan paling banyak 5 hektar.6 Hal ini menunjukkan adanya kontrol yang ketat
terhadap kepemilikan tanah pertanian sebagai langkah untuk mengatur distribusi
tanah dan mencegah akumulasi tanah yang berlebihan oleh satu pihak.’

Peraturan terbaru yang mengatur pengendalian penguasaan tanah pertanian adalah
OPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

4 Murni, C. S. (2020. Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan. Lex
Librum: Jurnal limu Hukum 6(2), 13®145. https://doi.org/10.60034/qc446855

5 Santoso, U. (2017)Hukum Agraria: Kajian KomprehenshiPrenada Media. Loc. Cit.

6 Lukmandan, A., & Djais, M. (2019). Implementasi Hak -Hak Ahli Waris Erfstelling Terhadap
Harta Warisan. Notarius, 12(1), 174186. https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.26886 .

7 W. Melinda, "Pembatasan Pemilikan Tanah Non Pertanian Untuk Rumah Tinggal Di Kota
Semarand' (Doctoral Dissertation Universitas Diponegoro, 2012). him. 17
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Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah
Pertanian.0Fasal 3 ayat (3) dari peraturan ini menetapkan batasan luas tanah pertanian
berdasarkan tingkat kepadatan penduduk di su atu daerah. Secara rinci, batasan
tersebut adalah paling luas 20 hektar untuk tanah di daerah tidak padat penduduk, 12
hektar untuk tanah di daerah kurang padat penduduk, 9 hektar untuk tanah di daerah
cukup padat penduduk, dan 6 hektar untuk tanah di daer ah sangat padat penduduk.
Dengan demikian, peraturan ini bertujuan untuk mengontrol dan mengatur
penguasaan tanah pertanian sesuai dengan kondisi kepadatan penduduk di suatu
daerah, menekankan prinsip distribusi tanah yang adil dan efisien .2

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ditentukan ¢&éhwa untuk
tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang

melampaui batas tidak diperkenankan.d @Berdasarkan ketentuan tersebut maka
pemilikan dan penguasaan atas tanah oleh sesecang akan dibatasi. Perlu adanya
pembatasan pemilikan atau penguasaan atas tanah ini agar tidak terjadi ketimpangan
sosial dan agar tidak timbul tanah terlantar. Pasal 7 Undangundang Pokok Agraria
memuat suatu asas yang penting yaitu bahwa pemilikan dan p enguasaan tanah yang
melampaui batas tidak diperkenankan, karena hal yang demikian itu adalah dapat

merugikan kepentingan umum. Pasal ini dikenal dengan pasal anti -tuan tanah, yaitu
mengenai larangan pemilikan tanah yang melampaui batas (groot grondbez)t’

Namun ketika pembahasan mengenai penetapan luas tanah pertanian sudah diatur
didalam Undang -Undang, hingga kini belum ada suatu produk hukum diciptakan
oleh pemerintah untuk mengatur pembatasan pemilikan tanah non-pertanian baik
milik pemerintah, peroran gan (WNI) maupun perusahaan, sedikitnya hanya ada
peraturan mengenai pengelolaan izin lokasi yang diatur dalam Peraturan Menteri
Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999.. Dengan
belum adanya pembatasan pemilikan tanah non-pertanian serta diiringi dengan
bertambah padatnya jumlah penduduk terutama pada kota -kota besar di Indonesia,
maka dapat menimbulkan terjadinya permasalahan -permasalahan yang nantinya
dialami oleh masyarakat. Sehingga dengantidak adanya suatu produk hukum yan g
secara khusus mengatur pembatasan pemilikan tanah nonpertanian di daerah
perkotaan dapat menciptakan kekosongan norma dalam sistem hukum pertanahan.

Selain itu, kekosongan norma mengenai kepemilikan tanah non-pertanian
menciptakan peluang bagi investor untuk menguasai tanah tanpa hambatan yang
signifikan untuk kepentingan mereka sendiri. Tanpa batasan yang jelas, investor dapat
dengan leluasa mengakuisisi dan mengendalikan sejumlah besar tanah untuk proyek-
proyek yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kebutuhan masyarakat atau
pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembentukan regulasi yang ketat dan
tegas terkait kepemilikan tanah non -pertanian di daerah perkotaan menjadi sangat

8 Setiadi, A. (2020). Akibat Hukum Dari Penerapan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Pengendalian Tanah Pertanian Terhadap Batas MaksimumKepemilikan Tanah Dan
Penguasaan Tanah Pertanian (Stu.Dinamika 26(4), 504515. https://doi.org/le -ISSN 2745
9829

9 Wandari, I. S., & Arba, A. (2022). Proses Pemecahan Sertifikat/Splitzing Tanah Pertanian
Ditinjau Dari Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah. Jurnal Sosial Ekonomi Dan
Humaniora 8(1), 103113. https://doi.org/10.29303/jseh.v8 i1.29
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penting untuk memastikan bahwa investasi dan pengembangan wilayah dil akukan
dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, ekonomi, dan lingkungan .

Ketentuan mengenai batas maksimum kepemilikan tanah oleh perorangan pada
dasarnya harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.
Namun, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sendiri tidak secara eksplisit

mengatur mengenai batasan maksimal luas tanah yang dapat dimiliki oleh seseorang.
Oleh karena itu, pengaturan mengenai hal tersebut diserahkan pada pengaturan lebih
lanjut melalui peraturan di bawah undang -undang.’® Sebagai bentuk pelaksanaan
prinsip keadilan dalam penguasaan sumber daya agraria, diterbitkan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960 tentang
Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang menetapkan batas maksimal penguasaatanah
pertanian oleh perorangan. Untuk mendukung operasionalisasi ketentuan tersebut,

diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan
Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Dalam perkembangannya,
pengaturan ini disempurn akan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964
yang berfungsi sebagai perubahan dan penambahan atas ketentuan dalam PP Nomor
224 Tahun 1961' Rangkaian regulasi ini mencerminkan komitmen negara dalam

mewujudkan keadilan distributif dalam sektor agra ria, sebagai bagian dari
pelaksanaan reforma agraria nasional. Pengaturan mengenai batas maksimum
penguasaan tanah tidak hanya ditujukan untuk menciptakan efisiensi dan

produktivitas pertanian, tetapi juga untuk mencegah terjadinya konsentrasi

kepemilikan tanah yang berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial -ekonomi, serta
menjamin perlindungan hukum bagi petani dan masyarakat kecil dalam mengakses

lahan sebagai sumber penghidupan.

Permasalahan hukum terkait pembatasan luas kepemilikan tanah menunjukkan
ting kat kompleksitas yang semakin tinggi, khususnya dalam konteks perolehan hak
milik melalui mekanisme pewarisan. Dalam praktiknya, sering ditemukan kondisi di
mana luas tanah yang diwariskan kepada ahli waris secara kumulatif melebihi batas
maksimum yang dit entukan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 56 Tahun 1960 (Perpu No. 56 Tahun 1960). Peraturan ini secara normatif
menetapkan batas maksimal kepemilikan tanah pertanian oleh perorangan, yaitu
sebesar 20 hektar, dengan kemungkinan tambdan seluas 5 hektar berdasarkan
penilaian dan persetujuan Menteri Agraria. Namun, cakupan regulasi ini terbatas
hanya pada tanah pertanian, tanpa mencakup tanah non-pertanian, seperti tanah
untuk rumah tinggal di kawasan perkotaan .'* Ketiadaan pengaturan eksplisit terhadap
kepemilikan tanah non -pertanian dalam Perpu No. 56 Tahun 1960 menimbulkan
kekosongan hukum (legal vacuum) yang membuka peluang terjadinya akumulasi
penguasaan tanah secara tidak terkendali di sektor tersebut. Hal ini tentu bertentangan
dengan prinsip keadilan agraria sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Pokok Agraria. Selain itu, dalam konteks pewarisan, kepemilikan tanah yang melebihi
batas dapat memicu konflik normatif antara perlindungan terhadap hak ahli waris dan

10 Candra, B. J., Handoko, W., & Lumbanraja, A. D. (2021). Analisis Dampak Hukum Penerapan
Pembatasan Kepemiikan Hak Atas Tanah Maksimal Lima Bidang. Notarius, 14(1), 1016121.
https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38831

111bid. 111

12 Ayuni, Q. (2023). Optimization of the Renewal of Law No. 56 of 1960 concerning the
Determination of Agricultural Land Area. Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset IImu Hukui3(2),
2059222. htps://doi.org/2798 -2130
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kebijakan redistribusi tanah yang berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan formulasi
kebijakan yang komprehensif dan harmonisasi regulasi yang tidak hanya membatasi
luas kepemilikan tanah pertanian, tetapi juga mencakup sektor non -pertanian, dengan
mempertimbangkan dinami ka sosialekonomi dan prinsip keadilan dalam penguasaan
tanah.

Pertanyaan mengenai kepemilikan tanah menjadi lebih kompleks dengan adanya
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah
Pertanian. Meskipun peraturan ini memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai
pengendalian penguasaan tanah pertanian, terdapat peningkatan kerumitan karena
adanya perbedaan penetapan luas tanah berdasarkan tingkat kepadatan penduduk di
suatu daerah. Dengan ketentuan bahwa tanah di daerah sangat padat penduduk
memiliki batas maksimum 6 hektar, sementara di daerah tidak padat penduduk dapat
mencapai 20 hektar, hal ini menunjukkan kompleksitas yang dapat muncul dalam
menangani kepemilikan tanah yang melibatkan faktor geografis dan demografis. 13

Sebagai akibatnya, penegakan hukum dan pengelolaan kepemilikan tanah non-
pertanian menjadi tugas yang semakin rumit, memerlukan perhatian khusus terhadap

perbedaan kondisi dan konteks regional. Ketidakselarasan dalam peraturan-peraturan
tersebut juga dapat menyebabkan kebingungan dalam menentukan batas maksimum
kepemilikan tanah, terutama ketika melibatkan aspek -aspek yang tidak diatur oleh

peraturan yang ada. Dalam konteks pewarisan, hal ini dapat menciptakan tantangan
tambahan dalam menjaga keadilan dan kesesuaian kepemilikan tanah dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, adapun rumusan masalah
dalam penelitian ini yang hendak dikaji yaitu: bagaimana pemaknaan konsep
pembatasan kepemilikan tanah demi kepentingan umum terhadap batas kepemilikan

tanah non-pertanian? dan bagaimana kedudukan hukum pihak pemilik tanah non -
pertanian yang melebihi batas maksimum kepemilikan tanah dari perspekti f asas
grootgrondbezi?. Tujuan penelitian ini u ntuk menganalisis dan memahami pemaknaan
konsep pembatasan kepemilikan tanah demi kepentingan umum, khusushya yang

diterapkan terhadap batas kepemilikan tanah non -pertanian, guna mengidentifikasi

landasan yuridis serta relevansinya dalam sistem hukum pertanahan nasional. Untuk

mengkaji kedudukan hukum pemilik tanah non -pertanian yang melebihi batas
maksimum kepemilikan, ditinjau dari perspektif asas grootgrondbezit serta untuk
menilai sejauh mana prinsip tersebut masih berpengaruh atau relevan dalam konteks
hukum agraria Indonesia saat ini.

Penelitian ini merupakan pembaharuan isu hukum yang dikemukakan oleh beberapa
penulis, di antaranya OFebri Jayad, dengan judul penelitian OUrgensi Pembatasan
Pemilikan dan Penguasaan Tanah Untuk Rumah Tinggald. Penelitian ini membahas
tentang O0Kebijakan Pemerintah Atas Pelaksanaan Pembatasan Penguasaan Hak Atas
Tanah Untuk Rumah Tinggal, dan Solusi Terhadap Kekosongan Hukum Dalam
Pembatasan Penguasaan Hak Atas Tanah UntukRumah Tinggal Bagi Individu di

13 Napitupulu, H. (2020). Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Reiblik Indonesia Nomor Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdd@gtoral dissertation, Universitas Medan
Area).
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Indonesia.* Selanjutnya, terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Kevin Benyamin
Rorie dengan judul oKajian Hukum Terhadap Pembatasan Kepemilikan Hak Atas
Tanah Menurut Undang & Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 6. Penelitian ini
membahas tentang 0Bagaimanakah Pengaturan Tentang Batas Kepemilikan Hak Atas
Tanah Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Undang 8 Undang Pokok Agraria? dan
Bagaimanakah Pengawasan Serta Pembuktian Kepemilikan Hak Atas Tanah Sesuai
Dengan Ketentuan Undang & Undang Pokok Agraria? .6 Kedua penelitian ini
merupakan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan terhadap objek penelitian
yaitu hak atas tanah yang melebihi batas kepemilikan. Namun, adapun pembeda
dalam penelitian yang dilakukan yaitu terleta k pada kajian yang dilakukan dengan
berfokuskan pada pemaknaan konsep pembatasan kepemilikan tanah demi
kepentingan umum, kepemilikan tanah non -pertanian, serta melakukan kajian dari
perspektif asas grootgrondbezit Berdasarkan latar belakang di atas makapenelitian ini
diberi judul OPemaknaan Konsep Pembatasan Kepemilkan Tanah Demi
Kepentingan Umum Terhadap Batas Kepemilikan Tanah Non -Pertanian Dari
Perspektif Groot-Grondbezit.6

2. Metode Penelitia n

Dalam penulisan artikel ilmiah ini, metode penelitian yan g diterapkan adalah
pendekatan penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai doctrinal research
Pendekatan ini melibatkan eksplorasi aturan hukum, prinsip -prinsip, dan doktrin

hukum sebagai landasan penelitian.*® Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada
analisis teks hukum dan berbagai dokumen terkait untuk mengidentifikasi serta

mengevaluasi norma hukum yang berlaku, teori-teori hukum yang relevan, dan
pandangan para ahli dalam bidang hukum. Ciri khas dari pendekatan penelitian

hukum normatif adalah penekanan pada norma hukum tertentu. Penelitian ini
menggunakan pendekatan perundang & undangan, pendekatan konsep, dan
pendekatan analisis. Terdapat tiga jenis sumber bahan hukum yang digunakan dalam
penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier, yang dikumpulkan melalui penerapan teknik card system

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pemaknaan Konsep Pembatasan Kepemilikan Tanah  Demi
Kepentingan Umum Terhadap Batas Kepemilikan Tanah Non -Pertanian

Menurut konsep negara kesjahteraan, tujuan utama negara adalah untuk mencapai
kesejahteraan umum. Negara dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan
bersama dalam menciptakan kekayaan dan keadilan sosial bagi semua warganya.
Dengan prinsip -prinsip ini, dapat disimpulkan bahwa m eskipun negara memiliki

14 Jaya, F. (2020). Urgensi Pembtasan Pemilikan Dan Penguasaan Tanah Untuk Rumah
Tinggal. Legalitas: Jurnal Hukuml2(2), 198209. https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i2.207 .
15Rorie, K. B. (2017). Kajian Hukum Terhadap Pembatasan Kepemilikan Hak Atas Tanah
Menurut Undang -Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 . Lex Et Societatis5(5), 1620.

https://doi.org/10.35796/les.v5 i5.17700
18Diantha, | Made Pasek and Ni Ketut Supasti Dharmawan, Metode Penelitian Hukum &
Penulisan Disertas{Denpasar: Swasta Nulus, 2018) him. 65.

443



Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatarivol. 10 No. 02 Agustus 2025, B36-454

kendali atas sumber daya alamnya, namun kendali tersebut memiliki batasan yang
mengharuskan pemanfaatannya demi kesejahteraan maksimal bagi seluruh penduduk
negara tersebut®’

Pasal 7 UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) secara normati f mengandung prinsip
pembatasan kepemilikan tanah guna mencegah konsentrasi penguasaan oleh individu
atau badan hukum tertentu. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak memberikan
rincian konkret mengenai batas maksimal luas tanah yang dapat dikuasai. Pasd 17
UUPA sebenarnya telah menggariskan bahwa pembatasan terhadap luas kepemilikan
tanah harus diterapkan, baik untuk perorangan maupun badan hukum, tetapi
ketentuan tersebut masih bersifat deklaratif tanpa pengaturan teknis yang rinci.
Bahkan, Pasal 17 agnt (2) UUPA secara tegas mengamanatkan perlunya pengaturan
lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang -undangan sebagai pelaksanaan teknis
atas asas pembatasan tersebut. Sehubungan dengan itu, pemerintah menerbitkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960 pada
tanggal 29 Desember 1960, yang secara khusus mengatur mengenai batas maksimum
kepemilikan tanah pertanian. Perpu ini kemudian diberlakukan sebagai undang -
undang dan menjadi landasan yuridis dalam upaya mencegah penguasaan tanah
pertanian secara berlebihan. Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai
pengendalian penguasaan lahan pertanian diperkuat melalui Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2016, yang menegaskan
kembali pentingnya pengaw asan terhadap luas kepemilikan lahan dalam rangka
mendorong pemerataan akses agraria dan menjamin keberlangsungan ketahanan
pangan nasional. Namun demikian, hingga saat ini, masih belum terdapat peraturan
khusus yang secara eksplisit membatasi kepemilikan tanah non-pertanian, seperti
tanah untuk pemukiman atau Kkegiatan komersial di kawasan perkotaan.
Ketidakhadiran regulasi ini menciptakan kesenjangan normatif yang berpotensi
melemahkan tujuan dasar UUPA, vyaitu terwujudnya keadilan sosial dalam
penguasaan dan pemanfaatan tanah. Oleh karena itu, pembentukan regulasi
pembatasan kepemilikan tanah non-pertanian menjadi kebutuhan mendesak guna
melengkapi kerangka hukum agraria nasional serta memastikan distribusi sumber
daya agraria yang lebih merata dan berkelanjutan.*®

Meski demikian, pembatasan kepemilikan atau penguasaan tanah saat ini hanya
diberlakukan pada tanah pertanian. Hal tersebut beranjak dari Pasal 6 Perpu No. 56
Tahun 1960 yang mengatur bahwa 0Barangsiapa sesudah mulai berlakunya Peraturan
ini memperoleh tanah pertanian, hingga tanah pertanian yang dikuasai olehnya dan
anggota anggota keluarganya berjumlah lebih dari luas maksimum, wajib berusaha
supaya paling lambat 1 tahun sejak diperolehnya tanah tersebut jumlah tanah
pertanian yang dikuasai itu | uasnya tidak melebihi batas maksimumé .

Berdasarkan ketentuan tersebut kelum ada regulasi yang secara khusus atau eksplisit
mengatur pembatasan kepemilikan atau penguasaan tanah non-pertanian. Penting
untuk dicermati bahwa kebijakan pembatasan ini telah menjadi fokus utama dalam

17Silviana, A., & Emha, Z. I. F. (2021). Kebijakan Pembatasan Kepemilikan Tanah NonPertanian
Oleh Perorangan Untuk Menyelesaikan Ketimpangan Kepemilikan Tanah Yang Berkeadilan.
Warkat, 1(1), 1615. https://doi.org/10.21776/warkat.vinl.1

18 Gunawan, B. I. (2021). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Tanah SertaDilema Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum. Jurnal Lex Justitia 2(2), 13%159.
https://doi.org/10.24269/1s.v8i1.8580
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pengaturan tanah pertanian, namun hingga saat ini, belum ada ketentuan yang setara
untuk tanah non-pertanian. Hal ini dapat menjadi urgensitas terkait kontrol dan

distribusi tanah secara lebih menyeluruh, terutama dalam konteks pemba ngunan dan
pemanfaatan lahan yang semakin kompleks. Sebagai bagian dari pembaruan regulasi
dan kebijakan, akan penting untuk mempertimbangkan penyelarasan pembatasan

kepemilikan tanah pada sektor non-pertanian agar dapat mencapai tujuan distribusi

sumber daya yang lebih adil dan berkelanjutan secara keseluruhan.

Regulasi mengenai pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah nonpertanian
awalnya diatur melalui oSurat Keputusan No. 59/DDA/1970 & &ang berfokus pada
penyederhanaan perizinan pemindahan hak atas tanah dan merupakan modifikasi
dari ketentuan Peraturan Menteri Agraria No. 14/1961. Surat Keputusan No.
59/DDA/1970 tidak hanya membahas tanah hak milik non pertanian, tetapi juga
mencakup tanah dengan hak lainnya. Hingga saat ini, kebijakan pembatasan
kepemilikan tanah non-pertanian masih terbatas pada tanah perorangan yang
memiliki status Hak Milik untuk perumahan, namun pembatasannya khusus bagi
WNI yang telah memanfaatkan sebidang tanah tertentu untuk rumabh tinggal, dengan
mengalihkan status hak atas tanah dari HGB atau Hak Pakai menjadi Hak Milik , hal
tersebut sesuai dengan KMNA/ Kepala BPN No. 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak
Milik Atas Tanah Untuk Rumah . Dalam konteks pelaksanaan pendaftaran tanah,
batasan kepemilikan tanah ditentukan oleh pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal
99 ayat (1) Peraturan Menteri Negara/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, yang merupakan
pelaksanaan dari PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Selain itu belum adanya payung hukum atau ketentuan yang mengatur mengenai
sanksi apabila seseorang memiliki tanah hak milik non-pertanian yang melampaui
batas maksimum, membuat ketentuan hukum tersebut rawan dilanggar . Kepemilikan
tanah non-pertanian oleh badan hukum di Indonesia diatur dengan ketat untuk
mencegah penumpukan lahan yang tidak produktif dan memastikan pemerataan
pemanfaatan tanah. Terdapat batas maksimum kepemilikan tanah non-pertanian bagi
badan hukum, yang umumnya tidak boleh melebihi 5 bidang dengan total luas tidak
lebih dari 5.000 meter persegi. Jika badan hukum memiliki tanah melebihi batas
tersebut, maka kelebihan tanah harus dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu
tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.’ Selain pembatasan jumlah dan luas, pemilik
tanah termasuk badan hukum wajib mengusahakan dan memanfaatkan tanah tersebut
sesuai peruntukannya. Jika tanah tidak diusahakan, tidak digunakan, atau terindikasi
terlantar, maka tanah tersebut dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar. Proses
penetapan tanah terlantar melibatkan inventarisasi, evaluasi, dan pemberian
peringatan bertahap kepada pemilik hak. Jika setelah tiga kali peringatan tanah tetap
tidak diusahakan, pemerintah dapat menetapkan tanah tersebut sebagai tanah
terlantar .

Setelah ditetapkan sebagai tanah terlantar, hak atas tanah tersebut akan dicabt dan
tanah menjadi dikuasai langsung oleh negara. Pemilik sebelumnya hanya berhak atas

19 Wahyuni, F. (2020).Status Kepemilikan Tanah Yang Melebihi Batas Maksimum Kepemilikan
Tanah Hak Milik Non Pertanian. Pemuliaan Hukum  3(1), 21632.
https://doi.org/10.30999/jph.v3i1.1025

20 Hinonaung, H. (2017). Penelantaran Tanah Oleh Pemegang Hak Atas Tanah Menurut
Peraturan Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penertiban Tanah Terlatar. Lex Et Societatiss(2), 10
17. https://doi.org/10.35796/les.v5i2.15242 .
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ganti rugi atas biaya perolehan dan pembangunan fisik yang telah dikeluarkan, sesuai
ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penetapan dan pengelolaan tanah
terlantar diatur dalam berbagai peraturan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2021 dan Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2010, yang menegaskan
pentingnya pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat dan mencegah spekulasi
atau penelantaran lahan.?* Dikarenakan kebijakan belum efektif, maka secara otomatis
penindakan menjadi tumpul. Dari sisi administratif, apabila ingin membatasi
kepemilikan tanah seseorang akan tetapi tidak memiliki data maka akan menjadi sulit,
termasuk dari sisi penegakan hukum %

Pemaknaan konsep pembatasan kepemilikan tanah demi kepentingan umum terhadap
batas kepemilikan tanah non-pertanian dapat dilihat sebagai bagian integral dari
prinsip negara kesejahteraan. Dalam konteks ini, negara dianggap sebagai alat untuk
mencapai tujuan bersama, yakni kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Meskipun Pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) telah mengatur mengenai
pembatasan kepemilikan tanah, namun ketentuan tersebut belum menyebutkan sejauh
mana kepemilikan tanah dapat dikuasai oleh individu atau badan hukum. Pasal 17
UUPA hanya menyatakan adanya aturan terkait luas maksimum dan/atau minimum
tanah yang dapat dikuasai, tanpa memberikan ketentuan yang jelas.

Pembatasan kepemilikan tanah pertanian telah diatur melalui berbagai peratu ran,
seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960dan
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2016. Namun, untuk tanah non
pertanian, belum ada aturan yang secara tegas mengatur pembatasan kepemilikan.
Surat Keputusan No. 59/DD A/1970 awalnya mencakup tanah hak milik non
pertanian, tetapi kebijakan pembatasan ini lebih terfokus pada tanah perorangan
untuk perumahan. Kendati secara formal yuridis tidak ada pengaturan khusus,
beberapa petunjuk terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 1 Tahun 2010 yang membatasi pemecahan tanah maksimal menjadi lima
bidang untuk Hak Milik. Ketidakjelasan aturan ini menciptakan ruang bagi
pelanggaran hukum dan kesulitan dalam penindakan.

Salah satu hambatan mendasar dalam implementasi pembatasan kepemilikan tanah,
khususnya tanah non-pertanian, terletak pada ketidaktersediaan data yang akurat dan
komprehensif mengenai distribusi penguasaan tanah. Kondisi ini diperparah oleh
kecenderungan sebagian masyarakat untuk menghindari kewa jiban hukum, misalnya
melalui pemecahan hak milik secara formalistik guna mengelabui batas kepemilikan
maksimum. Lebih lanjut, lemahnya efektivitas regulasi juga dipengaruhi oleh
absennya sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran batas kepemilikan tanah
non-pertanian, sehingga norma hukum yang ada cenderung tidak memiliki daya
paksa. Jika ditelaah melalui perspektif asas-asas dalam hukum agraria, persoalan ini
bertentangan secara prinsipil dengan asas groot grondbezitsebagaimana ditegaskan
dalam Pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Asas ini secara eksplisit
melarang penumpukan atau penguasaan tanah secara berlebihan oleh sekelompok
orang atau golongan tertentu, tanpa pengecualian. Groot grondbezifppada hakikatnya

21 |bid.

22 Gilviana, A., & Emha, Z. I. F. (2021). Kebijakan Pembatasan Kepemilikan Tanah Non
Pertanian Oleh Perorangan Untuk Menyelesaikan Ketimpangan Kepemilikan Tanah Yang
Berkeadilan. Warkat, 1(1), 1815. https://doi.org/10.21776/warkat.vinl.1
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merupakan antitesis terhadap feodalisme tanah dan merupakan instrumen ideologis
dalam UUPA yang bertujuan menciptakan keadilan distribusi sumber daya agraria .*

Asas groot grondbezitidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari
asasasas fundamental lainnya dalam sistem hukum agraria nasional, antara lain asas
kebangsaan, asas hak menguasai negara oleh negara, asas pengakuan terhadap hak
ulayat masyarakat hukum adat, asas fungsi sosial hak atas tanah, serta asas hukum
agraria nasional yang berakar pada hukum adat. Keseluruhan asas tersebut berpijak
pada paradigma bahwa bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi,
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat
(3) UUD NRI Tahun 1945 dan diimplementasikan melalui UUPA. Dengan demikian,
ketidaktegasan pengaturan serta lemahnya sanksi terhadap pelanggaran batas
kepemilikan tanah non -pertanian secara langsung melemahkan prinsip dasar keadilan
agraria dan membuka ruang bagi terjadinya ketimpangan struktural dalam
penguasaan tanah. Untuk itu, diperlukan langkah legislasi dan kebijakan yang tegas,
sistematis, dan berbasis data guna memperkuat pelaksanaan asamsas agraria dalam
kerangka negara hukum yang menjamin keadilan sosial.

Maka berdasarkan asas tersebut perlunya aturan yang lebih khusus untuk mengatur
pembatasan kepemilikan tanah non-pertaninan yang lebih komprehensif dan utuh

agar dapat mencegah dan menindak apabila ada golongan atau pihak-pihak yang
menumpuk tanah-tanah non pertanian, setidaknya bentuk peraturan yang mengatur
pembatasan kepemilikan tanah non-pertanian memiliki rumusan -rumusan yang sama
dengan ketentuan pembatasan mengenai tanah pertanianyang dalam bentuk Undang
- Undang.

3.2. Kedudukan Hukum P ihak Pemilik Tanah Non -Pertanian Yang
Melebihi Batas Maksimum Kepemilikan Tanah Dari Perspektif Asas
Groot -Grondbezit

Pemilikan dan/atau penguasaan tanah melampaui batas maksimum diatur dalam
OPasal 7 dan 17 UUPA®J @asal 7 UUPA menetapkan: Untuk tidak merugikan
kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas
tidak diperkenankan. Pasal 17 UUPA menetapkan:

(1) Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah
yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh suatu
keluarga atau badan hukum.

(2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan
peraturan perundang -undangan di dalam waktu yang singkat .

(3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum tersebut dalam ayat
(2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya

23 Agung, I. G. N. (2010). Tinjauan Kritis atas Peraturan Perundang-Undangan Landreform
(Batas Maksimum, Minimum d an Absentee). Kertha Patrika 34(1), 6%77.
https://doi.org/https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/repositori/fdac31
6c5e0e137827c21b97e2564feb
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